
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pcmbcntukan Daerah-daerah, Kota Besar dalam 
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarla; 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan 
motivasi untuk optimalisasi pemungutan Pajak Daerah, 
maka perlu memberikan Insentif bagi Instansi 
Pemungut Pajak Daerah Kota Semarang; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, maka 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pernungutan Pajak Daerah Kota Semarang 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pcmungutan Pajak 
Daerah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang 
Pcmberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan 
Pajak bagi Instansi Pemungut Pajak Daerah Kota 
Semarang. 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBERJAN DAN PEMANF'AATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BAGI 
INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG 

TENT ANG 

WALIKOTA SEMARANG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN WALTKOTA SEMARANG 
NOMOR 1 f rt"' ... ... 

I 

'] 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5049); 

6. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tabun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1975 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

J 1. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 21 Tahuri 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan 
Oaerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor l l Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor l Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) 
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 49); 

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 50); 

l 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 51); 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 52); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklarne (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 53); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 20 I I 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 
2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerab Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 89); 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALJKOTA TENTANG PEMBERIAN DAN 
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BAGI 
INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH KOTA 
SEMARANG. 

Menetapkan 

2 l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 201 1 
tentang Pajak Afr Tanah (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tarnbahan Lernbaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 55); 

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
[Lernbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 
9, Tambahan Lernbaran Daerah Kota Semarang Nomor 
56); 

23. Pera tu ran Daerah Kota Semarang Nomor l O Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 57); 

24. Pera tu ran Dae rah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 201 l 
tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 201 1 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 
(Lernbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
60); 

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukao dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahao Lembaran Daerah 
Kota Semarang Nomor 114); 

27. Peraturan Walikota Semarang Nornor 89 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kcrja Badan Pendapatao Daerah Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 
Nomor 89). 



c 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kora Semarang. 
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah 

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Kota Semarang. 

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah 
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 
wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi negara. 

10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka 
memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. 

11. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut JFU adalah kedudukan 
yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak PNS 
dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan 
keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri, yang kenaikan 
pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit. 

12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada satuan kerja yang di 
pangku oleh seorang PNS. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. 

14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang 
dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV b 
atau pejabat lain yang ditentukan. 

15. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan 
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang­ 
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 
a.tau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

16. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS 
yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik 
yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

1 7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Apa.ratur 
Sipil Negara karena melanggar Peraturan Disiplin Aparatur Sipil 
Negara. 

18. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak 
masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 

19. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada 
suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan 
perilaku kerja. 

20. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pemberian lnsentif bertujuan untuk meningkatkan: 
a. kinerja Instansi; 
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai lnstansi; 
c. pendapatan daerah; dan 
d. pelayanan kepada masyarakat. 

Pasal3 

Pemberian dan pernanfaatan insentif pemungutan pajak dilaksanakan 
berdasarkan asas kepatutan, dan rasionalisme disesuaikan dcngan 
besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi 
obyektifitas daerah. 

Pasal 2 

BAB 11 
ASAS DAN TUJUAN 

21. Insentif Pernungutan Pajak yang selanjutnya disebut lnsentif adalah 
Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai pcnghargaan atas 
kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak. 

22. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang 
kepada PNS lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti 
pendidikan pada suatu Jembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam 
atau di luar negeri, yang sebagian atau seluruhnya dilakukan di dalam 
dan di luar pengorganisasian Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 
tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang 
telah ditentukan dengan menggunakan biaya Pemerintah, Pemerintah 
Negara Asing, Badan lnternasional atau Badan Non Pemerintah 
lainnya. 

23. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar 
instanst induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang 
menerima perbantuan. 

24. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS, yang tidak atas 
kemauan sendiri diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya 
karena tidak cakap, sakit, dan/atau tenaganya untuk sementara waktu 
tidak diperlukan. 

25. Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Togas adalah waktu yang 
diberikan kepada PNS gara yang akan mencapai batas usia pensiun 
sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak 
pensiun. 

26. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar 
instansi induknya yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebankan 
pada instansi induknya. 

27. Keterangan yang sah adalah pemberitahuan/keterangan tertulis yang 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang kepegawaian. 



(1) lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberi Tnsentif apabila 
mencapai kinerja tertentu. 

(2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam 
Keputusan Walikota yang dijabarkan secara triwulanan. 

(3) Pemberian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 
setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan target 
yang ditentukan. 

(4) Dalam ha! target kinerja suatu triwulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak tercapai, Lnsentif untuk triwulan tersebut dibayarkan 
pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target, maka 

insentif diberikan pada awal triwulan TI; 
b. apabila pada akhir triwulan I realisasi tidak mencapai target, 

maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan II; 
c. apabila pada akhir triwulan JI realisasi rnencapai target, rnaka 

insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan 
triwulan II; 

Pasal 5 

(1) lnsentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah. 
(2) lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional 

dibayarkan kepada : 
a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai 

dengan tanggung jawab masing-masing; 
b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab 

pengelolaan keuangan daerah; 
c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; 
d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan 

kecamatan yaitu lurah dan camat serta tenaga lainnya yang 
ditugaskan oleh lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan 

e. pihak lain yang membantu secara langsung pelaksanaan 
pemungutan pajak daerah pada instansi pelaksana pemungut 
pajak. 

(3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat 
diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai 
rernunerasi di daerah. 

Pasal 4 

lNSENTTF PEMUNGUTAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Penerimaan lnsentif 



(1) Selain pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(2) pernberian insentif juga mempertimbangkan kehadiran dalam 
pelaksanaan hari kerja dan pertimbangan obyektif pimpinan yang 
akan menjadi dasar pemotongan insentif. 

(2) Kehadiran dalam pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung sebagai berikut : 

a. tidak hadir mengikuti ape! dan atau upacara dan atau tanpa 
keterangan yang sah dipotong/ dikurangi sebesar 1 % per hari; 

b. cuti alasan penting meliputi menikah, menunggu keluarga yang 
sakit, haji, umroh, perjalanan rohani dipotong/dikurangi sebesar 
2,5% pada bulan berjalan; 

c. tidak hadir tan pa keterangan yang sah dipotong/ dikurangi sebesar 
5% per hari kerja; 

d. terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam 
kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan 
dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima] jam sama 
dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja dipotong/dikurangi 
sebesar 5%; dan. 

e. cuti sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu 
setengah) tahun dipotong/dikurangi sebesar 50%. 

(3) Dikecualikan dari pemotongan lnsentif apabila : 

a. ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat 
belas] hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak 
kurang dari 50%; 

b. cuti tahunan; 
c. cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua; 
d. mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat); 
e. melaksanakan perjalanan dinas luar daerah / negeri dan 

melaksanakan tugas kedinasan; dan 
f. mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan 

lainnya); 

Pasal 6 

d. apabila pada akhir triwulan IT realisasi tidak mencapai target, 
maka insentif untuk triwulan IT belum dibayarkan pada awal 
triwulan Ill. 

e. apabila pada akhir triwulan 111 realisasi tidak mencapai target, 
maka insentif tidak diberikan pada awal triwulan JV; 

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target, maka 
insentif diberikan pada awal triwuJan IV; dan 

g. apabila pada akhir triwuJan IV realisasi sesuai target, maka 
insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan. 

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak 
tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk 
triwulan sebelumnya. 



(1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5 % [lirna perseratus] dari 
rencana penerimaan pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk 
tiap jenis pajak. 

(2) Besaran insentif sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui APBD tahun anggaran berkenaan. 

Pasal9 

Bagian Ketiga 
Besaran Insentif 

lnsentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Pasal8 

Bagian Kedua 
Sumber Insentif 

PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima lnsentif Pemungutan adalah : 
a. berstatus rnasa persiapan pensiun/bebas tugas; 
b. berstatus penerima uang tunggu; 
c. berstarus tersangka dan ditahan; 
d. berstatus terdakwa atau terpidana; 
e. tugas belajar dan mendapat tunjangan belajar; 
f. cuti diluar tangungan Negara; 
g. diperbantukan/ dipekerjakan pada Pernerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah lainya; 
h. cuti besar; 
1. cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya; 
J. PNS yang diberhentikan sementara; 
k. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik; 
l. tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50 %; 
m. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama lima bari atau 

lebih dalam 1 (satu) bulan; 

Pasal 7 

(4) Pertimbangan obyektif pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah penilaian atas prestasi kcrja dan perilaku terhadap 
bawahannya dalarn melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang 
diberikan. 



(1) Setiap tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib menyediakan 
anggaran in sen tif. 

(2) Kepala Bapenda wajib mengoordinasikan penyusunan penganggaran 
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 12 

BAB Lii 

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

PasaJ 11 

(1) Besarnya pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya 
dikelornpokkan berdasarkan realisasi pencrimaan Pajak tahun 
anggaran sebelurnnya dengan ketentuan: 
a. di bawah Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling 

tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 
b. Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan 

Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun Lima ratus milyar rupiah), 
paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; 

(2) Besarnya pernbayaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf a, untuk setiap bulannya sesuai dengan capaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kali gaji pokok dan tunjangan 
yang melekat dengan mcmpcrtimbangkan skore jabatan serta 
kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan 
perhitungan sebagaimana tercantum dalam Larnpiran Peraturan ini; 

(3) Besarnya pembayaran lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2) huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya sesuai dengan 
capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kali gaji pokok dan 
tunjangan yang melekat; 

(4) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf d 
ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (]ima perseratus] dari besamya 
Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9. 

(5) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi 10 
% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan 
berdasarkan ketentuan Pasal 9. 

(6) Apabila dalam realisasi pernberian insentif berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Iebih, harus 
disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah. 

Pasal 10 



Anggaran insentif yang telah ditetapkan dalarn APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 diJarang digunakan untuk kegiatan investasi 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). investasi Pemerintah Daerah pada 
pihak ketiga, dan/ atau kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan 
tujuan pemberian insentif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3. 

Pasal 17 

BABV 
LARANGAN 

Kepala Bepeoda bertugas: 
a. menatausahakan dan mengelola insentif pemungutan pajak daerah 

secara baik, benar, tertib, dan akurat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;dan 

b. membayarkan biaya insentif kepada instansi, pejabat, pegawai, dan 
pihak lain yang berhak. 

BAB rv 
PENATAUSAHAAN 

Pasal 16 

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 15 

Dalam ha! target penerimaan pajak akhir tahun anggaran telah tercapai 
atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun 
anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan. 

Pasal 14 

(1) Kepala lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran 
insentif pajak bcrdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9. 

(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( l) dikelornpokkan ke dalam belanja tidak langsung yang 
diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif 
pemungutan pajak serta rincian obyek belanja pajak. 

Pasal 13 



SERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN JOlf NOMOR b 

ADITRIHANANTO 

SEKRETARIS OAERAH 

KOTA SEMARANG 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal I SC' nv~ 11· ;, C> I) 

HENDRAR PRJHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal I r () tw » l· 1017 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 30A Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian dan 
Pemanfaatan lnsentif Pemungulan Pajak Daerah Kota Semarang 
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun Pelaksanaan Pemberian 
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

BAB VJ 
KETENTUAN PENUTUP 



* skor rnerupakan jumlah penilaian kinerja bagi setiap penerima insentif pajak 
daerah dimana nilai setiap skor didasarkan pada jumlah insentif triwulan yang 
dapat diarnbil oleh Sadan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan dibagi 
dengan total seluruh skor penerima insentif pajak daerah 
skor tambahan merupakan skor yang diberikan oleh Kepala Badan dan 
digunakan untuk memberikan tambahan skor kepada penerima insentif pajak 
daerah, pernakaian didasarkan dengan Keputusan Kepala Badan, contoh 
aplikasi : sebagai penyesuaian gaji; sebagai penyesuaian jabatan bagi 
Walikota,Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala Sadan; bonus kinerja 
dan penilaian lainnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan. 

** 

NO. PEJABAT / PEGAWAI BESARNYA SKOR* 
PER TRIWULAN 

l Walikota 525 
2 Wakil Walikota 470 
3 Sekretaris Daerah 425 
4 Kepala Badan 375 
5 Sekretaris Badan 245 
6 Kepala Bidang 225 
7 Kepala Sub Bagian 155 
8 Kepala Sub Bidang 155 
9 Koordinator 115 
10 Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan 115 

Pengurus Barang 
11 Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara 110 

Penerimaan Pembantu dan Pernbantu Pengurus Barang 
Pengguna, Pembuku 

12 Staf Gol IV 112 
13 StafGol m 100 
14 Staf Gol 11 75 
15 Staf Go! I 63 
16 TPHL 37 
17 Tenaga TT 18 
18 Skor tambahan ** 400 

SKOR DASAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN JNSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 
TENTANG 
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BAGI 
INSTANSI PEMUNGUT PAJAK DAERAH 
KOTA SEMARANG 


